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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul “Kekuatan Hukum Pembeli Tanah Petok D Yang Tidak Diakui Jual 

Belinya Oleh Ahli Waris Serta Penyelesaian Sengketanya” yang bertujuan untuk : pertama untuk 

mengetahui kekuatan pembuktian akta dibawah tangan terhadap peralihan hak atas tanah. Tujuan 

kedua untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli. 

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Yang menggunakan pendekatan 

perundang-undangan  (Statute Approach) dan (Conceptual Approach) menggunakan konsep 

(pengertian). Terhadap bahan hukum yang diperoleh, yang menggunakan teknik pengumpulan 

bahan hukum dan analisa bahan hukum dengan metode kualitatif.  

Pertama, bentuk Kekuatan pembuktian pada akta dibawah tangan memiliki kekuatan yang 

sama dengan akta otentik apabila isi dalam akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak, atau 

dengan kata lain mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis serta tanda tangan 

para pihak dalam perjanjian tersebut. Sesuai pasal 1857 BW kekuatan pembuktian akta dibawah 

tangan dapat disamakan dengan akta otentik. Suatu perjanjian jual beli dengan menggunakan 

akta dibawah tangan adalah sah jika di kaji dalam pasal 1320 BW karena telah memenuhi unsur 

dalam syarat sah perjanjian tersebut. Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan 

oleh pihak pembeli adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, 

karena syarat mutlak pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak 

yang bersangkutan. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memberikan ijin kepada 

pihak pembeli untuk melakukan pendaftaran Petok D melalui jual beli guna dapat mengurus 

Balik Nama tanpa keikutsertaan dari pihak ahli waris guna pendaftaran sertipikat Hak atas tanah 

di Kantor Badan Pertanahan Nasional. 

 

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Jual-beli, Penyelesasian Sengketa 
  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

    The research entitled “Legal Force of Petok D Land Buyer Unrecognized by Legatee and 

Dispute Solution” for the purpose of: First, to determine the strength of under counter deed 

towards the transitional of land rights. Second, to determine effort Dispute Solution can do Buyer 

to submit loss claim to district court the legal protection for the client based on under counter 

deed. 

    Researcher uses Normative Research Method which involves Statute Aprroach and 

Conceptual Approach. Towards legal object acquired, of which uses collecting Legal Object 

Technique and Legal Object Analysis with qualitative methods. 

    First, the strength form of under counter deed has the same strength with authentic deed only 

if the content of the deed is undenied by many parties, or in other words, agreed and undenied 

toward the written truth and signed from the parties of the agreement. Based on section 1857 

BW, the strength of evidentiary of under counter deed can be the same as authentic deed. A 

purchasing and selling agreement with under counter deed is considered to be valid in section 

1320 BW because it has occupied the elements of the valid agreement. Second, the attempt that 

client can do to make a protection is by claiming the breach of contract to the state court, because 

of the absolute requirement of AJB by PPAT should be attended by all parties. Judge council can 

decide to authorize the client to register the transitional of land rights from purchasing and 

selling in order to be able to handle the land title transfer document without the participation of 

the seller to replace the name of the right holder in the National Land Legacy. 
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LAMPIRAN 

 



 

 

KESIMPULAN 

1. Kekuatan hukum  pembeli tanah petok D yang tidak diakui jual belinya oleh ahli 

warisnya  adalah  tidak mempunyai kekuatan hukum karena surat Petok D sebenarnya 

adalah surat pajak hasil bumi (verponding) atau diartikan sebagai bukti bahwa tanah 

tersebut telah terdaftar sebagai objek pajak dan oleh karena itu harus dibayar pajaknya, 

agar memperoleh kekuatan hukum maka harus  didaftarakan petok D tersebut menjadi 

sertipikat,  pemerintah menetapkan bahwa yang mempunyai kekuatan hukum adalah 

sertipikat.  

2. Penyelesaian sengketa  atas jual beli tanah petok D yang tidak diakui jual belinya oleh 

ahli warisnya apabila para ahli waris tidak bersedia hadir untuk  pembuatan Akta Jual 

Beli (AJB) oleh PPAT, dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, 

karena syarat mutlak pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT,  harus dihadiri oleh 

para pihak yang bersangkutan. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan dengan 

memberikan ijin kepada pihak pembeli untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah Petok D melalui jual beli guna dapat mengurus Balik Nama tanpa keikutsertaan 

dari pihak ahli waris guna pendaftaran sertipikat Hak atas tanah di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional. 
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